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Abstract 
 
The development of business entities by utilizing technology in this case 
digital startups makes it necessary to see the problems of legal aspects faced 
by partners in this case digital startups business entities at the incubation 
stage. The purpose of community service is to provide an understanding of 
the fulfillment of legal aspects for digital startups business entities. The 
service method is carried out by selecting partners, determining the title of 
the service, conducting preliminary research, preparing an activity proposal 
and applying for a license to carry out the service. The results of this 
community service have found that there are still obstacles related to the 
legality process for business entities in this case determining the form of 
business entity that will be used in running their business, so it is necessary 
to provide further legal aspects assistance related to taxation and 
intellectual property in the form of brands owned by business entities. 
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Pendahuluan 

Teknologi sebagai alat yang dapat memudahkan dalam berbagai 

kehidupan sehari-hari, kemudahan tersebut menjadikan peluang dalam 

perkembangan suatu model bisnis sehingga meningkatkan kinerja (Massa, 
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Tucci, and Afuah 2017a). Pemanfaatan teknologi menjadikan orang-orang 

berlomba-lomba dalam menciptakan suatu inovasi ide bisnis. Modernisasi 

dalam perkembangan bisnis sebagai hasil dari pemanfaatan teknologi, hal 

ini ditujukan dengan model bisnis bernama start-up digital. Start-up digital 

di Indonesia mencapai 2,482 entitas bisnis per tahun 2023 berdasar pada 

startupranking.com. hal ini menjukan bahwa perkembangan start-up 

digital tinggi akan peminat dengan ditunjukkan jumlah entitas bisnis. Sama 

seperti bidang usaha lain start-up digital memiliki ke khususan bidang jasa 

yang ditawarkan. Bidang jasa yang ditawarkan dapat pada sektor 

pendidikan, keuangan, sosial, e-commerce, Kesehatan, fashion. Model 

bisnis digunakan sebagai identitas suatu entitas strat-up sehingga dapat 

meningkatkan peminat dan nilai terhadap suatu bisnis. 

Perkembangan pendirian entitas bisnis start-up digital dimulai dari 

tahap inkubasi, akselerasi hingga mencapai tujuan akhir berupa penawaran 

umum dan penggabungan. Tingkatan perkembangan pendirian entitas 

bisnis pada tahap inkubasi dengan ditunjukan berupa menemukan model 

bisnis dan sektor bidang usaha yang akan dipilih pengembangan produk 

dapat dilakukan dengan cara pengembangan layanan pemanfaatan 

teknologi, dari aspek organ usaha dengan menentukan tugas dan tanggung 

jawab dengan terdiri dari tiga unsur berupa aspek pengembangan layanan 

berupa teknologi, aspek pengembangan pemasaran produk, Kerjasama 

pengembangan layanan dengan pihak lain dan coordinator dari kedua 

unsur tersebut. Tahap inkubasi dengan pemberian bantuan modal dalam 

rintisan awal pembentukan entitas bisnis start-up digital. 

Suatu bisnis memerlukan idenitias guna memberikan ketertarikan 

bagi konsumen sehingga diperlukan inovasi dengan berupa perkembangan 

pada bisnis model. Penggunaan bisnis model sebagai atribut perusahaan 

secara nyata dan representasi formal tentang cara kerja bisnis yang berlaku. 

Entitas bisnis dalam menjalankan bisnis memerlukan penentuan status 

badan usaha. Pemilihan tersebut dengan status berbadan hukum dan non 

badan hukum, hal tersebut bergantung pemiliki entitas bisnis. Pemilihan 
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bentuk badan usaha berdasarkan pada struktur organisasi, tujuan entitas 

bisnis dan aspek permodalan. Bentuk badan usaha non badan hukum 

dengan status usaha persekutuan komanditer, firma, persekutuan perdata, 

koperasi dan Yayasan serta bentuk badan usaha berbadan hukum dengan 

berbentuk perseroan terbatas dan perseroan perseorangan, keseluruhannya 

terdapat dalam ketentuan perundang-undangan. Penentuan status badan 

hukum pada bisnis start-up digital dapat membantu guna 

perkembangannya baik dalam aspek kerjasama untuk penjualan, aspek 

manajemen perusahaan dan hingga ketertarikan dalam pengembangan 

usaha bagi investor yang akan turut serta dalam perkembangan model 

bisnisnya. 

Pada entitas bisnis start-up digital focus pengembangan produk 

layanan pada aspek teknologi sehingga aspek administrasi seperti legalitas 

bentuk badan usaha masih minim kesadaran serta pemahaman terkait hal 

tersebut. Oleh karena itu diperlukan pendampingan bagi entitas bisnis 

start-up digital untuk menentukan bentuk dan status badan hukum. 

Pengaturan berkenaan dengan bentuk badan usaha diakomodasi pada 

peraturan berkenaan dengan persekutuan perdata terdapat dalam 

Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata), perseroan terbatas dengan 

berpedoman pada Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan 

Terbatas, Undang-Undang No 21 Tahun 2021 tentang Ciptaker yang 

kemudian diturunakan dengan PP Nomor 8/2021 tentang Modal Dasar 

Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran 

Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk UMK, dan PP Nomor 7/2021 

tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan 

UMKM. 

Pendirian entitas bisnis di Indonesia berpedoman pada peraturan 

perungang-undangan di Indonesia dengan memberikan indicator 

pemenuhan bagi subjek hukum atau orang, hal ini dipilih sebagai upaya 

bisnis yang dijalankan oleh badan usaha tersebut dapat tercangkup 

kedalam langkah hukum, sehingga badan usaha tersebut dalam 
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menjalankan kegiatan bisnins memperoleh perlindungan hukum dengan 

telah mengantongi status badan hukum yang legal. Penentuan bentuk 

badan usaha dengan melakuka analisis kelebihan dan kekurangan bentuk 

usaha sehingga hal tersebut bergantung pada kebutuhan pemilik entitas 

bisnis dalam melegalkan entitas bisnis, sesuai dengan kebutuhan masing-

masing. Perkembangan legalitas bagi suatu entitas bisnis yang ada di 

Indonesia tidak luput dari sejarah perkembangan pembentukan badan 

usaha milik Belanda. Hal ini dapat terlihat dintaranya adalah Firma, CV, 

Persekutuan Perdata, Perseroan Terbatas dan Perusahaan Dagang. 

 

Metode Pelaksanaan 

 

Kegiatan PKM ini dilakukan pada tanggal 10 Januari 2023 dengan 

didahului pemilihan mitra, menentukan judul pengabdian, penelitian awal, 

menyusun proposal kegiatan dan mengajukan perizinan. Jangka waktu 

yang dilaksanakan pada tahap pendahuluan membutuhkan waktu selama 

dua minggu. Pelaksanaan pengabdian ini diikuti peserta tim entitas bisnis 

startup yang sedang mengikuti pengembangan tahap inkubasi, para peserta 

pengabdian belum mengetahui pentingnya status badan usaha start-up 

digital, dengan diselenggarakan pengabdian ini dapat dijadikan sebagai 

tahapan menentukan status badan usaha serta persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam pemenuhan legalitas bisnis usaha. 

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan 

dengan didahului memilih sasaran pengabdian masyarakat dengan 

memilih entitas bisnis start-up digital sebagai objek penelitian, selanjutnya 

tahap persiapan dengan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh 

mitra sehingga nantinya materi pada saat pelaksanaan dapat menjawab 

kendala mitra. Ketiga, tahap pelaksanaan dengan didahului pemaparan 

materi terkait legalitas entitas bisnis. Bentuk badan usaha yang dapat 

dipilih sebagaimana peraturan perundang-undangan yakni badan usaha 

berbadan hukum dan tidak. Bentuk badan usaha berbadan hukum entitas 
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bisnis start-up dapat memilih berbentuk perseroan terbatas atau perseroan 

perseorangan. Bentuk badan usaha berbadan hukum sebagai badan usaha 

yang terdiri dari kumpulan para pemodal dari penanam modal yang 

dikonversikan dalam bentuk saham yang memilki porsi tanggung jawab 

sesuai dengan pada modal dasarnya yang ditempatkan dan disetor. Bentuk 

badan usaha non badan hukum dengan kemudian berjalan dengan 

mengalir dilaksanakan focus group discussion terkait dengan kebutuhan 

dan pandangan mitra dalam memilih bentuk badan usaha bagi start-up 

digital.  

Terakhir dengan tahap monitoring dan evaluasi berupa pendaftaran 

bentuk badan usaha dan kemudian dilaksanakan evaluasi terkait dengan 

persyaratan yang diperlukan dalam pemilihan entitas bisnis dengan 

memiliki bentuk badan usaha. Hal ini dilakukan dengan pengisian 

kuisioner hasil pemilihan badan usaha yang akan dipilih oleh mitra serta 

informasi terkait dengan kesiapan startup digital sesuai dengan keadaan 

bisnis startup digital. 

 

Hasil dan pembahasan 

 

1. Legalitas Badan Usaha Entitas Bisnis Start-up Digital 

Startup digital sebagai sektor industry yang baru berkembang di 

Indonesia, sebagai industry maka menghasilkan suatu produk atau barang 

setengah menjadi barang jadi. Industry sebagai satu kesatuan entitas bisnis 

startup digital menjadikan adanya industry startup digital. Sebagaimana 

definisi dari industry adalah sekumpulan perusahaan dengan memproduksi 

barang sebagai hasil (Fattah 2017). Produk yang dihasilkan oleh usaha 

startup digital berupa layanan pada perangkat lunak.  

Legalitas dapat diartikan sebagai pelaksanaan tertib terhadap hukum 

positif pada aturan yang berlaku. Leglitas usaha sebagai izin usaha sebagai 

indikator dalam memberikan kepercayaan bagi masyarakat sebagai pasar, 

sehingga keberadaan entitas bisnis diakui oleh negara dan sebagai 
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pegangan dalam melakukan Kerjasama dengan banyak pihak. Pemenuhan 

legalitas dilakukan sebagai kewajiban yang harus dilakukan dan sebagai 

bentuk perbuatan hukum, sehingga setelah dilaksanakan perbuatan hukum 

maka menimbulkan akibat hukum yang harus dilaksanakan. Selanjutnya 

pemenuhan kewajiban sebagai entitas badan usaha berupa mendaftarkan 

diri sebagai badan usaha berbadan hukum maka memiliki akibat hukum 

berupa kewajiban pembayaran pajak, tanggung jawab sosial terhadap 

lingkungan sekitar, perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja di 

perusahaan. 

Pemilihan bentuk badan usaha oleh pelaku bisnis baik dalam skala 

bisnis mikro, kecil, menengah, maupun besar sebagai model pilihan yang 

sering dipilih sehingga adanya pematasan tanggung jawab hukum oleh 

pelaku usaha. badan hukum berupa perseroan terbatas diakui seperti 

manusia sehingga keberadaannya diperlukan pengakuan sebagai entitas 

Lembaga hukum, dapat dikatakan sebagai “artificial person” atau manusia 

buatan atau “person in law” atau “legal person or rechtpersoon”. 

a. Entitas Bisnis Start-up Digital Badan Hukum 

Pemilihan status badan usaha berbadan hukum bagi entitas bisnis 

start-up digital dapat berupa perseroan terbatas dan perseroan 

perseorangan. pemilihan badan usaha berbadan hukum dengan bentuk 

perseroan terbatas merupakan perkumpulan modal yang bentuk 

kepemilikannya terdapat pada saham. Kewenangan yang dimiliki terbatas 

atas saham yang dimiliki oleh sero sebagai pemegang saham terbatas serta 

sesuai dengan modal dasar dan modal ditemptaknan ataupun disetorkan.  

Perseroan terbatas dengan berpedoman pada peraturan perudang-

undangan Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Kedudukan perseroan terbatas sebagai subjek hukum yang lahir dari proses 

hukum (created by legal process) sebagaimana ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pengakuan terhadap keberadaan perseroan terbatas 

ditunjukkan dengan adanya keputusan pengesahan oleh Direktorat 

Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maksud dan tujuan dalam melakukan 

kegiatan usah tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesusilaan 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 UU PT. Pemisahan juga dilakukan 

pada organ yang mengatur jalannya perusahaan dengan para pemegang 

saham. 

Pemisahan pada organ perseroan terbatas tugas dan wewenang dalam 

struktur pengelolaan perseroan terbatas. Direksi memiliki wewenang dan 

tanggung jawab terhadap pengurusan perseroan terbatas. Tugas yang 

dimiliki oleh dewan komisaris melakukan pengawasan secara umum dan 

atau khusus sebagaimana terdapat dalam anggaran dasar dan memberikan 

nasihat terkait dengan kegiatan bisnis pada direksi. Badan hukum sebagai 

rechtpersoon sebagai organ yang terbentuk berdasarkan hukum, dapat 

melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu sebagaimana subjek 

hukum perorangan dan kekayaan yang dimiliki terpisah. Perbuatan-

perbuatan hukum yang dimaksudkan dengan melakukan hak dan 

kewajiban yag melekat guna mencapai tujuan secara bersama-sama. 

Sehingga pembagian tugas dan wewenang berlaku separation power and 

segregation of duties dengan kedudukan yang sejajar sesuai dengan 

anggaran dasar perseroan. 

Perkembangan pengaturan terkait dengan bentuk badan usaha 

dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja. dasar pendirian melalui perjanjian dengan persekutuan modal, 

modal dasar terbagi atas saham dan merujuk pada peraturan perundang-

undangan serta memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK. Pasal 109 

UU CIPTAKER menyatakan perseroan perorangan sebagai berikut:  

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah 

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 

terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan uang memenuhi 
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kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.” Sehingga dapat 

dimungkinkan pemegang saham sebanyak satu orang untuk mendirikan 

sebuah badan hukum.” 

Pengkategorian perseorangan perorangan mikro kecil kedalam bentuk 

PT tidak menjadikan terdapatnya perbedaan dalam hal pendirian perseroan 

secara umum. Keberlakuan ketentuan pendaftaran dan pengumuman 

perseroan perseorangan; organ perseroan perseorangan; peran notaris 

dalam pendirian perseroan perorangan; status surat pernyataan pendirian 

perseroan perseorangan sebagai akta tentik dan ketiadaan anggaran dasar 

bagi perseroan perseorangan dan modal dasar dalam pendirian perseroan 

perseorangan. 

b. Entitas Bisnis Start-up Digital Bukan Hukum 

Klasifikasi bentuk badan usaha badan hukum dengan berupa firma 

(Fa), persekutuan komanditer (CV), Persekutuan Perdata (Maatschap), dan 

usaha dagang oleh perorangan perusahaan perseorangan, kesemuanya 

berpedoman pada KUHD. Pendirian firma sebagai persekutuan dengan 

menggunakan nama Bersama dalam menjalankan kegiatan bisnisnya (Pasal 

16 KUHD), persekutuan perdata lahir melalui kesepakatan antar dua orang 

atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Pasal 1618 

KUHPerdata). Lebih lanjut pada Pasal 19 KUHD mengatur bahwa 

persekutuan komanditer lahir dari pinjaman yang diberikan oleh individu 

maupun perkumpulan dengan dibebankan tanggungjawab hukum 

tanggung renteng dengan bertanggung jawab pada kreditur sebagai 

pemodal.  

Pemilihan status badan usaha bagi entitas bisnis start-up digital 

apabila berbentuk firma maka dalam penamaan bidang usaha di bawah 

nama Bersama sebagai nama dagang. Ketentuan penamaan cv, persekutuan 

perdata dan firma memiliki ketentuan tidak dapat memiliki kesamaan 

dengan yang telah ada. Pembentukan badan usaha dengan dibuktikan 

berupa akta notaris untuk kemudian dicatatkan ke panitera pengadilan 
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negeri tempat didirikannya badan usaha. Pemilik entitas bisnis dengan 

bentuk firma, CV dan persekutuan perdata melakukan pendaftaran 

perusahaan pada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. 

Tanggung jawab yang dimiliki oleh anggota yang tergabung dalam 

firma dengan berpedoman pada perjanjian yang dibuat dan berlaku bagi 

anggota lainnya dan para anggota dibebankan tanggung renteng atas 

seluruh perikatan firma hingga harta kekayaan pribadi. Hak yang diemban 

oleh para anggota dalam firma dengan melakukan atas nama firma. 

 

2. Pendampingan Aspek Legal Start-up Digital Tahap Inkubasi 

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dengan memilih mitra 

dalam hal ini start-up digital, tahap ini sebagai tahap pertama dalam 

pengabdian masyarakat dengan menentukan sasaran. Sasaran dalam 

pelaksanaan pengabdian masyarakat mencangkup entitas bisnis start-up 

digital di Kota Surakarta dengan melibatkan pemilik entitas bisnis start-up 

digital, pengembang teknologi dan pemasaran produk. Setelah menentukan 

sasaran maka dilakukannya persiapan berupa pengumpulan materi yang 

akan digunakan dalam presentasi berdasarkan kendala yang dialami oleh 

mitra.  

Persiapan dalam hal materi berisikan tentang pilihan bentuk badan 

usaha sebagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia, 

persyaratan yang harus dipenuhi baik dalam aspek modal, struktur 

organisasi internal usaha, perizinan, tujuan usaha. Hal ini berpengaruh 

pada bentuk badan usaha yang akan dipilih dengan berbentuk badan 

hukum atau badan usaha bukan badan hukum. Penentuan bentuk badan 

usaha terkait dengan aspek permodalan yang dimiliki oleh entitas bisnis 

start-up digital dan pemisahan harta kekayaan badan usaha dengan harta 

pribadi organ usaha. Persiapan perihal perizinan usaha degan berupa 

persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. 

Para peserta aktif dalam melakukan tanya jawab selama kegiatan 

berlangsung terkait dengan bentuk badan usaha yang harus dipilih. Hal ini 
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dikarenakan pentingnya legalitas badan usaha dalam menjalankan kegiatan 

bisnis, dengan telah mengantongi izin usaha maka hal ini berpengaruh pada 

kepercayaan konsumen dalam bekerjasama dan atau menggunakan produk 

yang dijual oleh entitas bisnis start-up digital. Pertanyaan yang sering 

diajukan oleh mitra dengan berupa urgensi dalam legalitas usaha; aspek 

perpajakan; prosedur pendirian badan usaha berbadan hukum; dan 

pendaftaran merek atas nama badan usaha. 

Hasil dari presentasi yang telah dilakukan oleh tim maka diperoleh hal 

tambahan yang perlu diperhatikan dalam hal melegalkan usaha dengan 

memilih bentuk badan usaha pada aspek perpajakan. Pemilihan badan 

usaha yang mayoritas dipilih oleh entitas bisnis start-up digital dengan 

entitas bisnis berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum dapat dipilih 

oleh entitas bisnis start-up digital dengan berbentuk perseroan terbatas 

atau perseroan perseorangan yang nantinya pembebanan pembayaran 

pajak berbeda antar perseroan terbatas dengan perseroan perseorangan. 

Dalam hal pemilihan badan usaha perseroan terbatas maka, perseroan 

terbatas menjadi wajib pajak badan PT.  Kedudukan wajib pajak dalam hal 

ini perseroan terbatas tunfuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa setelah 

mendaftarkan perseroan terbatas guna memperoleh NPWP sebagai 

pengusaha kena pajak dengan kewajiban untuk menyampaikan SPT kepada 

Direktur Jenderal Pajak. Pelaporan SPT dengan menyelenggarakan 

pembukuan. 

Apabila kedudukan sebagai wajib pajak badan yang telah memiliki hak 

dan kewajiban perpajakan, dapat dikayakan wajib pajak badan sebagai 

pelanggaran administrasi perpajakan berupa penggelapan pajak sehingga 

diberikan sanksi administrasi yang merupakan ranah tindak pidana di 

bidang perpajakan. Pemilihan bentuk badan usaha sebagai perseroan 

perseorangan maka pemenuhan persyaratan dalam pendirian pemerolehan 

status badan hukum dengan memenuhi persyaratan adminsitrasi 
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perpajakan dengan menyerahkan NPWP pendiri entitas bisnis sekaligus 

direktur dan pemegang saham perseroan perseorangan sehingga dapat 

diketahui bahwa kewajiban pajak sebagai wajib pajak perseorangan.  

Terkait dengan penamaan badan usaha yang dipilih oleh entitas bisnis 

start-up digital dikatkan dengan pendaftaran merek atas nama badan 

usaha, masih perlu edukasi lebih lanjut dikarenakan entitas bisnis start-up 

digital belum mengetahui perlukah megajukan pendaftaran merk terhadap 

logo perusahaan sebagai identitas usaha. Upaya perlindungan hukum 

terhadap merek dagang dengan dilakukan pendaftaran agar dapat 

membedakan dengan produk yang diperdagangkan satu dengan lainnya. 

Identitas yang dimiliki suatu entitas bisnis masuk dalam kekayaan 

intelektual yang di definisikan sebagai hasil pemikiran yang dapat berupa 

invensi, sastra, seni, symbol, nama, gambar dan desain yang digunakan 

dalam melakukan perdagangan. Negara memberikan hak guna mendapat 

perlindungan morl dan kepentingan atas kepentingan hasil karya yang 

harus dilindungi.  

Merek sebagai nama, istilah, symbol atau desain beberapa kombinasi 

unsur-unsur yang dirancang untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang 

diberikan oleh entitas bisnis. Dalam hal merek yang telah terkenal sebagai 

wujud konsistensi entitas bisnis dalam memberikan manfaat dan jasa 

tertentu kepada konsumen. Pemberian perlindungan terhadap merek 

dengan hak khusus yang bersifat monopoli dengan dapat dilaksanakan 

pemilik merek saja jika terjadi pelanggaran atas merek maka dapat dikenai 

sanksi tertentu. Edukasi kepada pemilik entitas bisnis start-up digital 

bahwa pendaftaran merek di Indonesia dengan sistem first to file principle 

dengan artian bahwa seseorang yang mendaftarkan sebuah merek maka 

hak tersebut melekat pada pemiliknya.  

Penggunaan merek digunakan untuk mebedakan merek satu dengan 

yang lain dan sebagai wujud perlindungan bagi konsumen dengan hak-hak 

yang diterima oleh konsumen atas pemenuhan kewajiban sejumlah harga. 

Pemerolehan atas merek oleh konsumen dengan diberikan melalui 
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informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

baeang dan/atau jasa sehingga terkait langsung dengan suatu merek. Dalam 

hal entitas binsis start-up digital telah menetukan bentuk badan usaha 

dengan berbentuk perseroan harus mengajukan permohonan pendaftaran 

merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk kemudian 

dengan dilanjutkan pemeriksaan substantif dengan jangka waktu 

pendaftaran selama 14 bulan 10 hari. Syarat pengajuan merek memiliki 

daya pembeda antar suatu produk dengan produk lainnya yang dihasilkan 

oleh suatu perusahaan. Dapat dimungkinkan suatu merek tidak dapat 

diajuka dalam hal bertentangan dengan ideologi negara, peraturan 

perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum, 

memilki kitan atau kesamaa dengan barang dan/atau jasa lainnya yang 

dimohonkan pendaftarannya dan memiliki unsur menyesatkan masyarakat 

terhadap produk barang/.jasa sejenis dan tidak memiliki daya pembeda 

dan/atau merupakan nama umum dan/atau lambing milik umum. 

Kesimpulan 

Kegiatan pendampingan aspek legal bagi entitas binsis start-up 

digital dengan memberikan pengetahuan bagi entitas binsis start-up digital 

dengan melakukan sosialisasi pemilihan bentuk entitas bisnis berbadan 

hukum atau non badan hukum dengan memberikan penjabaran terkait 

organ badan usaha bergantung dengan yang dipilih oleh entitas bisnis start-

up digital. Serta pendampingan aspek legal yang memberikan pengetahuan 

bagi pemilik maupun entitas bisnis start-up digital terkait dengan 

pemenuhan kewajiban aspek perpajakan sebagai wajib pajak badan dalam 

hal bentuk badan usaha yang dipilih berupa perseroan terbatas maupun 

perseroan perseorangan dan pentingnya pendaftaran merek katas 

barang/jasa yang ditawarkan kepada konsumen sebagai identitas yang 

dimiliki.  
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